BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

1.

Pemotongan pajak di desa Tepus sudah dilakukan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan perpajakan dana desa yaitu PPh pasal 21, PPh pasal 22
dan PPN, Pemungutan Pajak dilakukan oleh bendahara desa. dimana
bendahara Desa Tepus melakukan pemotongan pajak penghasilan dan PPN
setiap di lakukannya transaksi yang di kenakan pajak termaksud kegiatan yang
di kenakan pajak.

Penyetoran Pajak penghasilan di desa Tepus oleh bendahara desa dilakukan
berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan dana desa yaitu PPh
pasal 21, PPh pasal 22 dan PPN . bendahara desa melakukan penyetoran pajak
ke rekening kas negara paling lambat satu bulan saat di lakukan pemotangan
pajak.

Pelaporan perpajakan di desa tepus dilakukan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan perpajakan dana desa yaitu PPh pasal 21, PPh pasal 22
dan PPN yang berlaku yaitu setiap dilakukannya kegiatan yang dikenakan

pajak akan langsung dilaporkan dan dibuatkan id billing.
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5.2 Saran

1. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan lagi topik
penelitan implementasi perpajakan pengelolaan dana desa Tepus kecamatan
tepus kabupaten Gunungkidul sehingga peneliti selanjutnya dapat melakukan
penelitian mendalam tidak hanya melakukan wawancara tetapi menggunakan
metode kuisioner dengan melibatkan pihak lain tidak hanya aparatur desa

2. Penerapan perpajakan dan pelayanan serta pengelolaan dana desa tepus sudah
dilakukan dengan baik. Akan tetapi kurangnya sumber daya manusia perlu di
perhatikan terlebih dalam mengurus segala administrasi, agar pelaporan dapat

dilakukan dengan sumber daya manusia yang cukup sehingga lebih efisien.

5.3 Keterbatasan
Dalam penelitian ini tentunya masih memlii banyak keterbatasan yaitu
penelitian di lakukan pada saat pandemi covid-19. Disamping itu karena
wawancara di lakukan secara offline maka dari itu peneliti harus mengatur jadwal
yang pas agar bisa terhubung langsung dengan narasumber karena kondisi

pandemi covid-19 yang melonjak.



